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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Kelmajuan telknologi tellah melmbawa pelrubahan yang sangat ce lpat pada 

belrbagai selktor kelhidupan manusia. Aktivitas dan kelbutuhan saat ini lelbih 

mudah diaksels belrkat adanya kelmajuan telknologi. Belrbagai informasi yang 

telrjadi di selluruh bellahan dunia kini dapat langsung kita keltahui delngan mudah 

belrkat kelmajuan te lknologi informasi dan komunikasi yang se lmakin lama 

selmakin canggih dan praktis. Salah satu dampak dari ke lmajuan te lknologi 

informasi dan komunikasi yang dapat kita rasakan adalah dari me lningkatnya 

pelnggunaan smartphone selrta intelrnelt. 

Pelrkelmbangan inte lrnelt melmbawa meltodel komunikasi yang baru dalam 

kelhidupan masyarakat. Be lrbagai macam me ldia komunikasi hadir untuk 

melmudahkan aksels manusia untuk belrintelraksi. Kelmudahan aksels ini 

melmbuat manusia le lbih elfisieln dalam me llakukan selgala selsuatu tanpa harus 

dibatasi olelh jarak dan waktu, lelbih ringkas saat melnye llelsaikan pelkelrjaan yang 

belrat, hingga pelrmasalahan komunikasi yang me lrupakan akibat dari 

pelrkelmbangan ilmu pe lngeltahuan dan kelmajuan telknologi saat ini. Hak atas 

pelrkelmbangan ilmu pelngeltahuan dan kelmajuan telknologi melrupakan salah 

satu hak dasar yang dimiliki olelh seltiap manusia. Di Indonelsia hak 

pelngelmbangan diri dan ilmu pelngeltahuan dilindungi olelh Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam Pasal 28 C ayat (1) me lnyeltakan:1 

Seltiap orang belrhak melngelmbangkan diri mellalui pelmelnuhan 

kelbutuhan dasarnya, belrhak melndapat pelndidikan dan melmpelrolelh 

manfaat dari ilmu pelngeltahuan dan telknologi, selni dan budaya, delmi 

melningkatkan kualitas hidupnya dan delmi kelseljahtelraan umat 

manusia. 

1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 C Ayat (1). 
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Delngan se liring belrjalannya waktu, te lknologi intelrnelt yang sudah 

melnjadi kelbutuhan primelr bagi masyarakat inilah me llahirkan me ldia sosial. 

Meldia sosial adalah se lbuah meldia online yang di mana pelnggunanya bisa 

delngan mudah be lrpartisipasi dan belrbagi selrta melnyimpan informasi mellalui 

blog, jeljaring sosial, forum dan dunia maya.2 Dapat disimpulkan bahwa meldia 

sosial melrupakan meldia komunikasi yang banyak digunakan olelh pelngguna 

intelrnelt dalam kelhidupan selhari-hari. Belbelrapa meldia sosial yang seldang 

populelr saat ini antara lain: facebook, instagram, tiktok, twitter, dan lain-lain. 

Jika kelmajuan telknologi ini tidak didukung delngan pelrangkat hukum 

yang dapat me lngkoordinir seltiap manusia, maka dapat dipastikan belrbagai 

kalangan akan te lrjun baik selbagai pellaku maupun korban keljahatan. Salah satu 

jelnis keljahatan yang selring melnyalahgunakan kelmajuan telknologi di dunia 

maya yaitu pellelcelhan selksual.3 Untuk itu, pelmelrintah Indonelsia 

melngimplelmelntasikan hal-hal telrkait pelmanfaatan telknologi mellalui Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 melngelnai Informasi dan Transaksi Ellelktronik.4 

Pellelcelhan selksual melrupakan masalah yang dihadapi manusia saat ini 

akibat kelmajuan te lknologi. Pellelcelhan selksual adalah belntuk pelrilaku yang 

melngandung pelrilaku selksual yang tidak diinginkan ole lh korbannya 

(objelknya), misalnya pelrmintaan untuk mellakukan pelrbuatan selksual selcara 

velrbal atau fisik yang keljadiannya belrada di ruang publik.5 Sellain itu, 

pellelcelhan selksual tellah diatur dalam pelrundang-undangan di Indonelsia untuk 

melminimalisir belrkelmbangnya keljahatan pellelcelhan selksual. Dalam pelraturan 

pelrundang-undangan di Indonelsia, pellelcelhan selksual juga dikelnal delngan 

                                                           
2 Arum wahyuni Purbohastuti, “Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi”, Jurnal 

Penelitian Untirta, Vol.12, No.2, Oktober 2017, hlm. 212. 
3Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yona Beatrix Salamor, “Child 

Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring”, Jurnal 

SASI, Vol.26, No.4, Oktober-Desember 2020, hlm. 490-491. 
4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
5 Yuni Kartika & Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling) dalam 

Perspektif Hukum Pidana”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 2.  
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istilah pelncabulan, dan dalam hal ini KUHP te llah melngatur me lngelnai 

pelncabulan yang te lrcantum pada Pasal 289 yang belrbunyi selbagai belrikut:6  

 

  

Barangsiapa delngan kelkelrasan atau ancaman kelkelrasan melmaksa 

selselorang untuk mellakukan atau melmbiarkan dilakukan suatu 

pelrbuatan cabul, diancam karelna mellakukan pelrbuatan yang 

melnye lrang kelhormatan kelsusilaan, diancam delngan pidana paling 

lama Selmbilan tahun 

 

Pellelcelhan selksual selmakin hari se lmakin belrkelmbang di mana keljahatan 

tidak hanya te lrtuju pada orang delwasa saja, namun juga dapat me lnyasar pada 

anak. Anak didelfinisikan selbagai manusia yang dianggap le lmah, maka dari itu 

relntan melnjadi korban pe llelcelhan selksual. Sellain itu, Undang-Undang 

Relpublik Indone lsia Nomor 35 Tahun 2014 te lntang Pelrlindungan Anak dalam 

Pasal 1 ayat (1) me lndelfinisikan anak se lbagai belrikut: “anak adalah selselorang 

yang bellum belrusia 18 tahun (dellapan bellas) tahun telrmasuk anak yang masih 

di dalam kandungan”7 

Pelrlindungan anak adalah usaha melnciptakan situasi dan kondisi yang 

melmungkinkan telrlaksananya selcara manusiawi hak dan ke lwajiban anak, lahir 

dan dilahirkan. Anak dilindungi untuk me lmpelrtahankan haknya untuk hidup, 

kellangsungan hidup, se lrta belrkelmbang dan pe lrlindungan dalam me lnjalankan 

hak dan kelwajibannya se lndiri atau delngan walinya.8 

Adanya be lntuk-belntuk keljahatan cybercrime karelna pelrkelmbangan 

telknologi me lmbelrikan dampak nelgatif yang me lmbahayakan selrta me lrugikan 

bagi anak-anak, baik dari se lgi melntal hingga kelhidupan sosialnya. Salah 

satunya pelnyalahgunaan inte lrnelt mellalui jeljaring sosial atau meldia sosial ole lh 

oknum yang tidak belrtanggung jawab yang mellibatkan anak di bawah umur 

selbagai korban ke lkelrasan pellelcelhan selksual dan elksploitasi selksual selbagai 

akibat dari kelkelrasan selksual. 

                                                           
6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289. 
7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1). 
8 Ibid., Pasal 1 ayat (2). 
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Belntuk pellelcelhan selksual telrhadap anak yang saat ini se ldang marak 

telrjadi delngan me lnggunakan modell Child Grooming. Child Grooming adalah 

prosels melndelkati anak delngan tujuan me lmbujuk melrelka agar be lrseldia 

mellakukan aktivitas se lksual.9 Grooming adalah tahapan mode l pellaku 

melnggunakan belrbagai cara untuk me lngaksels dan melngontrol korban.10 

Grooming adalah prosels melyakinkan korban untuk se lgelra me lngirimkan 

gambar tidak e ltis, yaitu alat kellamin, tidak melmakai pakaian, se lrta 

didokumelntasikan mellalui videlo atau foto direct message (pelsan privat di 

meldia sosial).11 Prosels ini melmbutuhkan waktu, keltelrampilan pellaku, dan 

aksels. Keltika Child Grooming dilakukan delngan baik, korban akan mudah 

belkelrjasama delngan pellaku selcara tidak sadar. Tindakan ini sangat belrbahaya 

bagi anak-anak yang masih dibawah umur. 

Komisi Pelrlindungan Anak Indonelsia melndata sellama Januari-

Novelmbelr tahun 2020, telrcatat angka keljahatan online sexual grooming 

mellalui aplikasi online pada anak selbanyak 307 kasus. Melnurut catatan 

tahunan Komnas Pelrelmpuan di tahun 2021, telrdapat 940 kasus yang tellah 

dilaporkan 

Tabell 1.1. Data Kasus Keljahatan Online Sexual Grooming 

 

Sumbe lr. KPAI (2020), KOMNAS PE lRE lMPUAN (2021) 

 

                                                           
9 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, 

Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 88. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Contoh kasus pertama pelaku melmanfaatkan aplikasi pelrmainan online. 

Polisi tellah me lnangkap telrsangka kasus Child Cyber Grooming yang 

melnggunakan aplikasi game online. Telrsangka AAP belrumur 27 tahun 

melngincar anak belrusia 15 tahun. Hal ini belrawal keltika telrsangka me llakukan 

tindakan asusila te lrhadap korban yang melrupakan anak di bawah umur mellalui 

meltodel melmbangun hubungan intelns via chat room pada aplikasi game online. 

Telrsangka me lminta korban untuk me lngirimkan konteln fotonya tanpa 

belrbusana, bahkan hingga me lngajaknya mellakukan hubungan selsks via online 

mellalui sambungan tellelpon videlo.12 

Contoh kasus kedua telrsangka DS melrupakan pelmbuat grup WA delngan 

nama “GCBH” pada tanggal 2 Delselmbelr 2021. Seltellah melmbuat grup telrselbut 

telrsangka DS melmbagikan link tautan untuk masuk grup bahkan DS juga 

melmbagikan link telrselbut di meldia sosial facelbook yang selbellumnya sudah 

diikuti telrsangka DS. Telrsangka DS melrupakan admin grup whatsApp, 

kelmudian telrsangka AR melrupakan anggota grup “GCBH” yang melngunggah 

dan melmbagikan vide lo yang melmiliki muatan konte ln pornografi telrhadap anak 

dan delwasa. 

Contoh kasus ketiga telrpidana TR di Surabaya me lnggunakan akun palsu 

untuk melndapatkan foto atau vide lo korbannya. Dalam aksinya TR me lmfoto 

salah satu guru di akun instagram miliknya. Foto telrselbut kelmudian digunakan 

untuk melmbuat akun baru atas nama guru. Telrsangka melngelcelk profil ibu guru 

X, belrapa pelngikutnya di instagram, lalu ada belrapa banyak anak-anaknya. 

Seltellah telrsangka melndapatkan akun anak dan diikuti, selhingga anak telrselbut 

melnjadi pelngikut akun palsu telrselbut. Mellalui akun telrselbut, TR melminta akun 

WhatsApp korban. Gambar dan videlo cabul yang diminta te lrsangka kelmudian 

dikirim mellalui WhatsApp. Sellain itu, TR me lngancam korban jika tidak 

melngirimkan fotonya akan gagal dalam ujiannya. Ancaman ini me lmbujuk 

korban untuk melnuruti pelrmintaan pellaku. 

                                                           
12 Dwi Putri Aulia, “Buka-Bukaan Pelaku Child Grooming: Manipulasi Data Untuk Incar Anak”, 

https://news.detik.com, diakses pada tanggal 06 Desember 2022 pukul 13.45 WIB. 
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Belrdasarkan uraian di atas ini pelnelliti telrtatik dalam me lmbahas 

pelnellitian skripsi de lngan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Child Cyber Grooming Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak” untuk melncari tahu pelrmasalahan-

pelrmasalahan yang me lnjadi rumusan masalah pelnellitian ini.  

 

1.2.Rumusan Masalah 

Belrdasarkan ide lntifikasi masalah yang te llah diuraikan di atas, maka 

dapat dikeltahui rumusan pe lrmasalahan dalam pelnellitian ini adalah se lbagai 

belrikut: 

1. Apa belntuk pelrlindungan korban child cyber grooming ? 

2. Apa saja upaya hukum bagi anak korban child cyber grooming ?  

 

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Pelnellitian ini belrtujuan agar telrcapainya suatu targelt yang ingin 

dicapai selbagai suatu solusi atas masalah yang seldang dihadapi. Tujuan 

yang ingin dicapai pelnelliti dalam pelnellitian ini adalah: 

1. Untuk melngeltahui belntuk pelrlindungan hukum korban child 

cyber grooming. 

2. Untuk melngeltahui upaya hukum bagi anak korban child cyber 

grooming. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kelgunaan pelnellitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teloreltis dan 

manfaat praktis: 

1. Kelgunaan Teloreltis 

Selcara teloreltis pelnellitian ini diharapkan dapat me lmbantu 

kellancaran pelrkelmbangan ilmu pe lngeltahuan dalam bidang 

hukum pidana, khususnya yang belrkaitan delngan tindak pidana 

child cyber grooming, selrta dapat dijadikan selbagai titik tolak 

bagi yang ingin mellakukan pelnellitian sellanjutnya. 
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2. Kelgunaan Praktis 

Kelgunaan praktis dalam pelnellitian ini diharapkan dapat 

melnjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum dan 

masyarakat khususnya telrkait child cyber grooming selhingga 

melminimalisir telrjadinya child cyber grooming. 

 

1.4.Kerangka Teoretis 

Kelrangka teloreltis adalah susunan dari belrbagai pelndapat, anggapan 

cara, aturan, keltelrangan selbagai satu kelsatuan yang dapat melnjadi suatu 

rujukan, peldoman, dan landasan agar dapat melncapai tujuan dalam pelnellitian 

dan juga pelnulisan.13 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Melnurut Satjipto Rahardjo pe lrlindungan hukum me lrupakan 

upaya untuk me lngorganisasikan be lrbagai kelpelntingan dalam 

masyarakat dan pelmelrintah.14 Telori pelrlindungan hukum me lnurut 

Satjipto Rahardjo te lrinspirasi dari Fitzge lrald yang me lmbahas 

telntang tujuan hukum, yaitu untuk me lnggabungkan dan 

melngkoordinasikan selgala kelpelntingan dalam masyarakat de lngan 

cara me lngatur pelrlindungan dan pe lmbatasan telrhadap suatu 

kelpelntingan.15 

Pelrlindungan hukum kelmudian dibagi me lnjadi dua, yaitu 

pelrlindungan hukum prelvelntif dan relprelsif. Pelrlindungan hukum 

prelvelntif adalah pelrlindungan hukum yang belrtujuan untuk 

melncelgah telrjadinya selngkelta yang melngarahkan tindakan 

pelmelrintah untuk belrhati-hati dalam me lngambil kelputusan yang 

belrdasarkan diskrelsi. Pelrlindungan hukum relprelsif adalah 

                                                           
13 L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020, hlm. 34-35. 
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54. 
15 Ibid., hlm. 69. 
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pelrlindungan hukum yang ditujukan untuk me lnye llelsaikan 

selngkelta.16 

 

2. Teori Kepastian Hukum  

Kelpastian adalah keladaan yang pasti atau ke lteltapan hukum 

selcara hakiki harus pasti dan adil.17 Selbagai acuan ke llakuan dan 

adil karelna acuan kellakuan telrselbut harus melnopang suatu tatanan 

yang dinilai normal. Kare lna belrsifat adil dan dilaksanakan de lngan 

hukum keltika melnjalankan fungsinya. Ke lpastian hukum se lcara 

normatif adalah suatu pe lraturan yang dibuat dan diundangkan 

selcara pasti untuk melngatur hak dan kelwajiban selluruh masyarakat 

delngan jellas dan logis.18  

Melnurut Utrelcht, kelpastian hukum telrdapat dua arti, yaitu 

adanya aturan yang belrsifat umum dapat melmbuat individu 

melngeltahui pelrbuatan yang bolelh dan tidak bolelh dilakukan, keldua 

belrupa kelamanan hukum individu dari kelwelnangan pelmelrintah 

karelna adanya aturan yang belrsifat umum individu dapat 

melngeltahui yang bole lh dibelbankan dan tidak dilakukan ole lh 

Nelgara telrhadap individu.19 

 

1.5.Kerangka Konseptual 

Untuk melmahami makna yang telrkandung di dalam judul ini, 

pelnulis me lrasa pelrlu untuk melngelmukakan belbelrapa pelngelrtian istilah 

di bawah ini, yaitu: 

 

 

                                                           
16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, 

hlm. 2. 
17 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: 

Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59 
18 Ibid. 
19 Utrecht dalam Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1999, hlm. 23. 
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1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah prinsip fundamental dalam 

sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

orang memiliki hak dan perlindungan yang sama di bawah 

hukum, serta mendapatkan keadilan dan pemulihan jika hak-

hak mereka dilanggar.20 

Perlindungan hukum merujuk pada upaya dan mekanisme 

yang ada dalam sistem hukum untuk melindungi hak-hak dan 

kepentingan individu atau kelompok. Hal ini bahwa setiap 

orang memiliki akses dan hak yang sama untuk mencari 

keadilan dan mendapatkan perlindungan dari hukum. 

Perlindungan hukum dapat mencakup beberapa aspek, 

sebagai berikut:21 

a. Hukum dan peraturan. 

b. Akses ke peradilan. 

c. Pengadilan yang independen. 

d. Hak atas pembelaan hukum. 

e. Perlindungan dari diskriminasi. 

f. Hak privasi. 

g. Sanksi dan pemulihan. 

2. Anak 

Pada Pasal 1 Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 

35 Tahun 2014 telntang pelrubahan atas Undang-Undang 

Relpublik Indonelsia Nomor 23 Tahun 2002 telntang 

Pelrlindungan Anak melnjellaskan bahwa anak adalah 

selselorang yang bellum gelnap 18 tahun telrmasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

                                                           
20 Setiono, “Rule of Law”, Disertasi (untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada 

Universitas Sebelas Maret di Surakarta), 2003, hlm. 3. 
21 Ibid., hlm.3 
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Melnurut Abintoro anak adalah me lrelka yang masih usia 

muda dan seldang belrkelmbang, melnelntukan ide lntitas, 

selhingga mudah telrpelngaruh lingkungan. 22 

3. Korban 

Korban adalah orang yang melngalami pelndelritaan fisik, 

melntal, dan kelrugian elkonomi yang diakibatkan olelh suatu 

tindak pidana.23 

4. Tindak pidana 

Tindak pidana me lrupakan pelrbuatan yang dapat 

dijellaskan selbagai pelrbuatan me llawan hukum yang be lrupa 

keljahatan dan pellanggaran,24  yang dalam pelnellitian ini se lcara 

khusus melnitikbelratkan pada tindak keljahatan yang belrkaitan 

delngan asusila dan anak. 

Melnurut Simsons Tindak Pidana adalah pelrbuatan 

mellawan hukum yang tellah dilakukan delngan selngaja 

ataupun tidak selngaja olelh selselorang dan pe lrbuatannya 

telrselbut dapat dipelrtanggung jawabkan ole lh undang-undang 

yang tellah dinyatakan se lbagai pelrbuatan yang dapat 

dihukum.25 

5. Pellelcelhan Selksual 

Melnurut Winarsunu pellelcelhan selksual melrupakan belntuk 

pelrilaku yang indikasi selksual selcara selpihak dan tidak 

dikelhelndaki olelh korbannya.26 Belntuknya belrupa ucapan, 

tulisan, isyarat, simbol, dan tindakan yang belrindikasi 

selksual. Aktivitas yang belrindikasi selksual dapat dianggap 

pellelcelhan selksual jika me lngandung unsur-unsur belrikut, 

                                                           
22 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Cet. I, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, 

hlm. 37. 
23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. 
24 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 10. 
25 Simsons dalam Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 

hlm. 8. 
26 Winarsunu, Psikologi Keselamatan Kerja, Malang: UMM Press, 2008, hlm. 13. 
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yaitu adanya pe lmaksaan selcara selpihak olelh pellaku. 

Pelristiwa ditelntukan olelh niat pellaku dan pelristiwa tidak 

diinginkan olelh korban yang melngakibatkan pelndelritaan bagi 

korban.27 

6. Meldia Sosial 

Meldia sosial adalah platform atau layanan daring yang 

melmungkinkan pelngguna untuk be lrintelraksi dan belrbagi 

konteln delngan pelngguna lain se lcara ellelktronik. Meldia sosial 

melmungkinkan pelngguna untuk me lmbuat profil pribadi atau 

bisnis, belrbagi pelmikiran, informasi, gambar, vide lo, dan 

konteln lainnya delngan pelngguna lain mellalui kome lntar, 

pelsan pribadi, atau fitur belrbagi..28  

7. Child Cyber Grooming 

Child Grooming melrupakan istilah pellelcelhan se lksual 

yang melngacu pada pelnggunaan intelrnelt dan telknologi digital 

lainnya yang se lcara selngaja agar me lmbangun hubungan 

antara anak delngan maksud untuk melmfasilitasi intelraksi 

online (non-kontak) dilakukan de lngan tindakan manipulasi 

selcara psikologis delngan maksud untuk me lngancam dan 

melnakuti anak agar ingin me lngikuti selmua pelrintah yang 

dibelrikan olelh pellaku.29 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Wilness, Steel, & Lee, “A Meta-Analysis of the Antecedets and Consequences of Workplace 

Sexual Harassment”, Personel Psycology, Vol.60, No.1, 2007, hlm. 131. 
28 Arum Wahyuni Purbohastuti, Loc. Cit. 
29 Desy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Child Grooming”, Kertha Wicaksana: sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol.14, 

No.2, Juli 2020, hlm. 12. 
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1.6.Kerangka Pemikiran 

Kelrangka pelmikiran melrupakan konselpsi pelnelliti yang 

melnyajikan hubungan konselp yang dipelrkirakan akan telrjadi selrta 

dipelrolelh dari hasil pelnjabaran tinjauan Pustaka.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.Penelitian Terdahulu  

Pelnellitian telrdahulu melrupakan suatu belntuk pelrbandingan bagi 

pelnelliti untuk melngkaji pelnellitian delngan cara melmbandingkan atau 

melnjadi acuan pelnellitian yang rellelvan delngan masalah yang seldang 

ditelkuni pelnulis. Olelh karelna itu, pada pelnellitian selbellumnya, hal ini 

                                                           
30Ika Dewi Sartika Saimima, et, al., Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, 

hlm. 9. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

Perlindungan Hukum Anak Korban 

Kejahatan Child Cyber Grooming 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Korban Kejahatan Child Cyber Grooming 
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belrtujuan untuk melmbuat pelrbandingan, melmbeldakan pelnellitian 

selbellumnya delngan pelnellitian yang seldang dikelrjakan olelh pelnulis. Di 

bawah ini adalah pelnellitian-pelnellitian telrdahulu yang masih rellelvan delngan 

topik yang seldang pelnulis kelrjakan. 

1) Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, 

Yonna Beatrix Salamor, dalam jurnal pe lnellitiannya tahun 2020 

yang be lrjudul “Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan 

Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring”. Melmiliki 

tujuan pelnellitian, yaitu untuk me lngkaji dan melnganalisis apakah 

child grooming dapat dikualifikasikan selbagai belntuk pellelcelhan 

selksual telrhadap anak. Dalam pelnellitian ini melnggunakan meltode l 

pelnellitian yuridis normatif.31 Dalam pelnellitian ini melnyimpulkan 

bahwa child grooming melrupakan salah satu belntuk pellelcelhan 

selksual anak yang dilakukan mellalui pelrmainan hago. Dalam 

kasus ini melmiliki unsur selngaja selrta motif yang telrsusun, 

pelrbuatan pellaku dikatelgorikan selbagai pelrbuatan pellelcelhan 

selksual. Untuk melnghindari agar tidak telrjadi pellelcelhan selksual 

delngan modus child grooming mellalui game online. Olelh karelna 

itu, selbaiknya kelpolisian belkelrja sama delngan pelmilik seltiap game 

online agar melminimalisir pellaku kelkelrasan selksual te lrhadap anak 

mellalui meltodel child grooming.32 

2) Nur Hidayatul Ilmiah, dalam skripsi pelnellitiannya tahun 2019 

yang belrjudul “Pertanggungjawaban Pidana Child Cyber 

Grooming” melmiliki tujuan pelnellitian, yaitu untuk melngeltahui dan 

melmahami telntang bagaimana pelrtanggungjawaban pidana pellaku 

child cyber grooming, dan keldua untuk melngeltahui dan melmahami 

belntuk pelrlindungan hukum korban child cyber grooming.33 Dalam 

                                                           
31 Anna Maria Salamor, et.al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui 

Aplikasi Permainan Daring”, Jurnal SASI, Vol.26, No.4, Oktober-Desember 2020, hlm. 490. 
32 Ibid., hlm. 491. 
33 Nur Hidayatul Ilmiah, “Pertanggungjawaban Pidana Child Cyber Grooming”, Skripsi (untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya), 2019, hlm. 

7. 
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pelnellitian ini melnggunakan jelnis pelnellitian yuridis normatif yang 

melrupakan pelnellitian kelpustakaan. Pelnellitian ini melnyimpulkan 

bahwa child cyber grooming melrupakan bagian dari kontribusi 

sosial dari dunia virtual yang di mana keltika selselorang delwasa 

belrtelman delngan anak mellalui meldia online dan melmbangun 

hubungan elmosional delngan niat pellelcelhan selksual, elksploitasi 

atau pelrdagangan manusia.  Kelmudian, anak korban pellelcelhan 

selksual tidak akan telrlihat delngan mata tellanjang, teltapi melrelka 

akan melngalami trauma yang telrtunda atau delayed trauma. Keldua, 

sanksi pidana bagi pellaku child cyber grooming diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrlindungan 

Anak, dalam Sistelm Informasi dan Ellelktronik Nomor 11 Tahun 

2008 telntang Pornografi.34 

3) Gilang Ramadhan, dalam skripsi pelnellitiannya tahun 2020 yang 

belrjudul “Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak 

Pidana” melmiliki tujuan pelnellitian, yaitu untuk melngeltahui 

belntuk konteln aplikasi yang dapat dikatelgorikan selbagai child 

grooming, dan keldua bagaimana keltelntuan hukum telntang child 

grooming dalam aplikasi online selbagai tindak pidana.35 Dalam 

pelnellitian ini melnggunakan pelnellitian hukum normatif atau 

diselbut delngan pelnellitian sosiologis yang belrsifat delskriptif. 

Pelnellitian ini melnyimpulkan bahwa konteln aplikasi yang dapat 

digunakan untuk child grooming adalah layanan meldia sosial yang 

diseldiakan olelh oknum, selpelrti fitur pelrsonal chat, videlo call, 

melngirim foto, gambar, vide lo, dan suara. Contoh platform meldia 

sosial yang se lring melnjadi sasaran para pelnjahat, antara lain 

facebook, line, instagram, WeChat, dan belbelrapa layanan je lnis 

meldia sosial lainnya. Keldua, keltelntuan hukum telntang child cyber 

                                                           
34 Nur Hidayatul Ilmiah, Op.Cit., hlm. 55. 
35 Gilang Ramadhan, “Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana”, Skripsi 

(untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara), 2020, hlm. 5. 
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grooming dalam aplikasi me ldia sosial pellanggaran me lngacu pada 

Undang-Undnag Nomor 19 Tahun 2016 te lntang Informasi dan 

Transaksi E llelktronik (ITE l) belrdasarkan Pasal 45 ayat (1). Keltiga, 

pelmelnuhan unsur pidana child cyber grooming mellalui aplikasi 

daring dapat dinyatakan se lbagai tindak pidana di Indonelsia adalah 

telrpelnuhinya unsur pidana pelrbuatan pellaku child cyber 

groooming belrdasarkan undang-undang pelrlindungan anak di 

Indonelsia belrdasarkan Pasal 76El Undang-Undang 35 Tahun 2014 

telntang Pelrlindungan Anak. Kelmudian, pelmelnuhan unsur pidana 

pelnyalahgunaan meldia sosial olelh pellaku child cyber grooming 

belrdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 te lntang 

ITEl.36 

4) Meliana Safitri Hasugian, dalam skripsi pelnellitiannya tahun 2022 

yang be lrjudul “Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Media Sosial (Child 

Grooming) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana” melmiliki tujuan 

pelnellitian, selbagai belrikut untuk me lngeltahui dan me lnganalisis 

pelngaturan hukum pidana te lrhadap pellaku tindak pidana pellelcelhan 

selksual telrhadap anak di meldia sosial (child grooming) saat ini dan 

untuk melngeltahui selrta melnganalisis pelngaturan pellelcelhan selksual 

telrhadap anak di me ldia sosial (child grooming) untuk masa yang 

akan datang.37 Dalam pelnellitian ini melnggunakan meltodel 

pelnellitian hukum normatif delngan pelndelkatan pelnellitian yaitu 

pelndelkatan konselptual (conceptual approach). Pelnellitian ini 

melnyimpulkan bahwa pelngaturan hukum telrhadap pellaku tindak 

pidana child cyber grooming saat ini bellum diatur selcara spelsifik 

selhingga aturan hukum yang ada saat ini bellum melmadai. Keldua, 

pelmelrintah pelrlu mellakukan pelmbaharuan hukum delngan 

                                                           
36 Gilang Ramadhan, Op. Cit., hlm. 67. 
37 Meliana Safitri Hasugian, “Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan 

Seksual Terhadap Anak Di Media Sosial (Child Grooming) dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, 

Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jambi), 2022, hlm. 14. 
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melnggunakan kelbijakan hukum pidana melngelnai pelngaturan child 

child grooming untuk masa yang akan datang.38 

5) Ahmad Ulinnuha, dalam skripsi pelnellitiannya tahun 2021 yang 

belrjudul “Keabsahan Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam 

Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberporn melalui 

Media Sosial Berbasis Live Streaming” melmiliki tujuan selbagai 

belrikut pelrtama, untuk melngeltahui pelngaturan pelmbuktian dalam 

tindak pidana cyberporn mellalui meldia sosial be lrbasis live 

streaming. Keldua, untuk melngeltahui pelnelrapan alat bukti 

ellelktronik dalam pelnelgakkan hukum telrhadap tindak pidana 

cyberporn mellalui meldia sosial belrbasis live streaming. Pada 

pelnellitian ini melnggunakan meltodel pelnellitian hukum yuridis 

normatif. Pelnellitian ini melnyimpulkan Pelrtama, bahwa pelngaturan 

hukum di Indonelsia tellah melngatur telrkait tindak pidana cyberporn 

pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telntang Informasi 

dan Transaksi Ellelktronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008 telntang Pornografi. Keldua, delngan adanya kelbelradaan lex 

spesialist derogate legi generalist maka pelraturan undang-undang 

yang telpat digunakan untuk melncapai dunia maya dan melnjelrat 

pellaku tindak pidana cyberporn adalah Undang-Undang Nomor 19 

Tahun Informasi dan Transaksi Ellelktronik dan Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 telntang Pornografi. 

1.8.Metode Penelitian 

Pada pelnellitian kali ini, pelnelliti melnggunakan meltodel pelnellitian 

selbagai belrikut: 

1.8.1. Pendekatan Penelitian 

Pelndelkatan yang digunakan olelh pelnelliti dalam pelnellitian ini 

selbagai belrikut: 

                                                           
38 Ahmad Ulinnuha, “Keabsahaan Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penegakkan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming”, Skripsi (untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020, hlm. 

20. 
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1.8.1.1.Pelndelkatan Pelrundang-Undangan 

Dalam meltodel pelndelkatan pelrundang-undangan pe lnelliti 

dapat melmahami asas-asas dalam pelraturan pelrundang-

undangan. Melnurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011, pe lraturan pelrundang-undangan 

melrupakan pelraturan telrtulis yang me lmbuat norma 

hukum yang dapat me lngikat selcara umum dan dibe lntuk 

atau diteltapkan olelh lelmbaga nelgara selrta peljabat yang 

belrwelnang mellalui proseldur yang tellah diteltapkan dalam 

pelraturan pelrundang-undangan. Dari pelngelrtian di atas 

selcara singkat dapat diartikan bahwa pe lndelkatan 

pelraturan pelrundang-undangan adalah pelndelkatan delngan 

melnggunakan lelgislasi dan relgulasi.39 

1.8.1.2.Pelndelkatan Konselptual 

Pelndelkatan konselptual (conceptual approach) 

melrupakan pelndelkatan delngan cara me lnelliti konselp 

hukum yang belrkaitan delngan pellelcelhan selksual telrhadap 

anak di meldia sosial. Dalam pelnellitian ini, pe lnelliti 

melngacu pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum 

telrselbut dapat ditelmukan dalam pandangan-pandangan 

ahli hukum tidak hanya selcara elksplisit, teltapi konselp 

hukum juga dapat ditelmukan dalam undang-undang. 

Pada pelnellitian ini melngidelntifikasi prinsip telrselbut 

pelnelliti melmahami konselp telrselbut mellalui pandangan-

pandangan ahli yang ada.40 

1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam pelnellitian skripsi ini, pelnelliti melnggunakan jelnis 

pelnellitian hukum  normatif. Hukum normatif adalah suatu pelnellitian 

                                                           
39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 14, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 

137. 
40 Ibid., hlm. 178 
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telrhadap kaidah hukum dalam pelrundang-undangan, yurisprudelnsi 

dan doktrin. Pelndelkatan ini dikelnal delngan pelndelkatan kelpustakaan 

selpelrti buku, majalah, jurnal, dokumeln, dan lain-lain. Melnurut 

Soelrjono Soelkanto pelnellitian yuridis normatif adalah pelnellitian 

hukum yang dilakukan delngan cara melnelliti bahan pustaka dan 

selkundelr. Pelnellitian yuridis normatif melrangkap pelnellitian telrhadap 

fasel sinkronisasi hukum.41 

Pada pelnellitian ini selring kali hukum dikonselpsikan selbagai 

yang telrtulis dalam pelraturan pelrundang-undangan atau hukum 

yang dikonselpkan selbagai kaidah atau apa yang dianggap pantas. 

Akan teltapi selsungguhnya hukum juga dapat dikonselpsikan selbagai 

apa yang ada dalam tindakan. Law in book melrupakan hukum yang 

selharusnya belrjalan selsuai harapan, kelduanya selring belrbelda artinya 

hukum dalam buku selring belrbelda delngan hukum dalam kelhidupan 

masyarakat.42 Pelnellitian normatif dapat melnggunakan pelndelkatan 

conceptual approach dan pelrbandingan hukum selrta dapat dilihat 

bahwa ruang lingkup yang melnjadi pelrmasalahan dan problelm 

kelmasyarakatan dalam bidang hukum sangat luas, karelna pada 

dasarnya hampir selmua problelm hukum dapat melnjadi objelk kajian 

dalam pelnellitian normatif.43 

Dalam pelnellitian ini pelnelliti melmpelrdalam delskriptif 

analisis yang melrupakan suatu gambaran fakta-fakta hukum yang 

ditelliti, kelmudian dianalisis kelmbali belrdasarkan telori-telori belrupa 

data selkundelr yang tellah dipelrolelh dari bahan hukum primelr dan 

dalam buku yang telrmasuk bahan-bahan telrsielr melngelnai 

Pelrlindungan Hukum Telrhadap Anak Korban Keljahatan Child 

Cyber Grooming. Pelndelkatan yang digunakan dalam meltode l 

                                                           
41 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 17, 

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13. 
42 Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, et. al, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. I, Yogyakarta: Nata 

Media, 2021, hlm. 69-70. 
43 Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Ibid., hlm. 71. 
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pelnellitian hukum normatif adalah cara pelnulisan yang belrdasarkan 

pada analisis telrhadap belbelrapa asas hukum dan telori hukum selrta 

pelraturan pelrundang-undangan yang belrkaitan delngan rumusan 

pelrmasalahan pelnellitian hukum ini. 

Bahan-bahan hukum yang digunakan olelh pelnulis dalam 

pelnellitian ini adalah selbagai belrikut: 

1) Bahan Hukum Primelr 

Melnggunakan pelraturan pelrundang-undangan yang 

belrsangkutan delngan masalah yang dite lliti baik dalam 

belntuk undang-undang atau pun dalam belntuk pelraturan 

pelrundang-undangan lainnya. Bahan hukum yang 

digunakan dalam pelnellitian ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

telntang Pelrlindungan Anak; 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dn Korban. 

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas 

pelrubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 telntang Informasi dan Transaksi 

Ellelktronik; 

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2) Bahan Hukum Selkundelr 

Bahan hukum selkundelr yang digunakan olelh pelnelliti 

yaitu belrupa buku, majalah, jurnal, dan bahan-bahan 

telrtulis lainnya yang belrsangkutan delngan masalah yang 

seldang ditelliti. 

3) Bahan Hukum Telrsielr  

Bahan hukum te lrsielr yang digunakan ole lh pelnulis 

adalah belrupa Kamus Belsar Bahasa Indone lsia (KBBI) 

dan kamus hukum se lbagai peltunjuk ataupun pe lnjellasan 
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telrhadap bahan hukum prime lr atau pun selkundelr yang 

telrpelnuhi delngan melmpellajari kamus telrminologi 

hukum. 

 

1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Pelngumpulan bahan hukum dalam pelnellitian ini 

melnggunakan studi kelpustakaan (library research), di mana 

melnggunakan data selkundelr selbagai bahan kelpustakaan, selbagai 

belrikut: Pelrundang-Undangan, Buku, Jurnal, dan artikell yang 

rellelvan delngan topik pelnellitian dalam pelrmasalahan yang diangkat 

olelh pelnelliti. 

1.8.4. Metode Analisis 

Dalam melnganalisis sumbelr bahan hukum pelnelliti 

melnganalisis delngan melnggunakan meltodel yang sistelmatis. 

Kelgiatan dalam analisis dilakukan pelnganalisisan dan 

pelnggambaran telrhadap isu hukum agar melnjadi suatu data yang 

melmbelrikan informasi. Analisis yang digunakan dalam pelnellitian 

hukum normatif pada pelnellitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu 

analisis data delngan cara melnguraikan data dalam belntuk kalimat 

yang telratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan elfelktif, selhingga 

dapat melmudahkan intelrprelstasi data dan pelmahaman dalam hasil 

pelnellitian. 
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